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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi 

(AKDP) dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan transportasi publik. Metode penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan, wawancara dengan 

pemangku kepentingan, serta studi dokumentasi terhadap regulasi dan laporan pengawasan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengawasan AKDP pada UPTD Sarprashub LLAJ Wilayah Kepulauan 

terbukti memiliki peran strategis dalam meningkatkan ketertiban, keselamatan, dan kualitas pelayanan 

transportasi publik  

 
Kata Kunci : Angkutan Kota, Pengawasan, Perhubungan, Transportasi 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the role of supervision of Intra-Provincial City Transportation (AKDP) in 

driving improvements in the quality of public transportation services. The research method used was a 

descriptive qualitative approach through field observations, stakeholder interviews, and documentation 

studies of regulations and supervision reports. The results indicate that AKDP supervision at the UPTD 

Sarprashub LLAJ Kepulauan Region has proven to play a strategic role in improving public order, safety, 

and the quality of public transportation services. 
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PENDAHULUAN 

Transportasi merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung 

pembangunan ekonomi dan sosial suatu wilayah. Keberadaan sistem transportasi yang 

andal tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi prasyarat 

utama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan antarwilayah (Hasina & 

Satyadharma, 2023; Karim et al., 2023; Nuhun et al., 2024). Dalam kacamata Negara 

Indonesia, angkutan kota dalam provinsi (AKDP) berperan penting sebagai 

penghubung antar kabupaten dan kota dalam satu provinsi, yang melayani pergerakan 

masyarakat dalam skala regional (Arruan et al., 2025). 

Namun, peran vital AKDP tersebut tidak selalu diiringi oleh kualitas pelayanan 

yang memadai (Mirnasari & Suaedi, 2013; Semuel et al., 2022). Berbagai persoalan 

masih kerap ditemukan, seperti kondisi kendaraan yang tidak laik jalan, ketidakpatuhan 

terhadap jadwal dan trayek, perilaku pengemudi yang kurang profesional, hingga 

lemahnya perlindungan terhadap keselamatan penumpang (Haq et al., 2025). 

Permasalahan ini tidak hanya menurunkan tingkat kepuasan masyarakat, tetapi juga 

mengancam keselamatan pengguna jasa transportasi (Putra et al., 2023). 

Salah satu faktor kunci yang menentukan kualitas pelayanan AKDP adalah 

efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui instansi 

perhubungan (Harahap, 2019; Tumewu et al., 2021) . Pengawasan menjadi instrumen 

penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan transportasi berjalan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi standar pelayanan 

minimal yang telah ditetapkan (Duru et al., 2025; Ghofur, 2024; Syafira, 2022). Tanpa 

pengawasan yang optimal, berbagai penyimpangan dan pelanggaran akan terus 

berulang dan menghambat upaya peningkatan kualitas pelayanan (Nasution, 2024; 

Resty & Ginting, 2024). 

Dalam praktiknya, pengawasan AKDP menghadapi berbagai tantangan, mulai dari 

keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas, lemahnya sistem pengawasan, hingga 

minimnya koordinasi antarinstansi terkait (Ibrahim et al., 2024; Rahmayana, 2023). Di 

sisi lain, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan transportasi yang aman, nyaman, 

dan terjangkau semakin meningkat seiring berkembangnya kesadaran publik akan hak-

haknya sebagai pengguna jasa (Mahdar et al., 2024). 

Hal itu juga dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, 

dalam hal ini oleh UPTD Sarprashub LLAJ Wilayah Kepulauan yang secara intensif 

melakukan pengawasan terhadap operasional layanan AKDP yang beroperasi 

khususnya di wilayah Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada bagaimana 

peran pengawasan AKDP dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan. 

Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai 

efektivitas pengawasan, kendala yang dihadapi, serta strategi perbaikan yang dapat 

dilakukan guna mewujudkan pelayanan transportasi publik yang berkualitas dan 

berkelanjutan. 

 

 

 



  

Jurnal Kandole (Kajian dan Analisis Multidisplin Layanan Edukasi) 94 

 

BAGIAN KAJIAN PUSTAKA,  

Konsep Pengawasan 

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan 

memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan 

tujuan yang telah ditetapkan (Aswaruddin et al., 2024; Maulida & Ansori, 2025).  

Menurut Syahputri & Adi (2020), pengawasan adalah proses pengamatan terhadap 

pelaksanaan kegiatan organisasi guna menjamin bahwa pekerjaan berjalan sesuai 

dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Dalam persepektif administrasi publik, 

pengawasan memiliki peran strategis dalam menjamin akuntabilitas dan kualitas 

pelayanan publik (Theresia et al., 2024). 

Pengawasan dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, antara lain pengawasan 

preventif dan represif, pengawasan internal dan eksternal, serta pengawasan langsung 

dan tidak langsung (Anam & Anwar, 2020). Dalam sektor transportasi, pengawasan 

berfungsi sebagai instrumen pengendalian untuk menjamin keselamatan, ketertiban, 

serta kelayakan layanan (Djiddin et al., 2025). 

 

Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) 

AKDP merupakan layanan angkutan umum yang melayani perjalanan antar kota 

atau kabupaten dalam satu provinsi. Penyelenggaraan AKDP diatur dalam berbagai 

regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan serta peraturan teknis turunannya. Tujuan utama penyelenggaraan 

AKDP adalah menyediakan layanan transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, dan 

berkelanjutan bagi masyarakat (Tujuan utama penyelenggaraan AKDP adalah 

menyediakan layanan transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, dan berkelanjutan 

bagi masyarakat.. 

 

Kualitas Pelayanan Publik 

Kualitas pelayanan publik dapat dipahami sebagai tingkat kesesuaian antara 

pelayanan yang diterima masyarakat dengan harapan mereka (Hardiyansyah, 2018). 

Parasuraman et al.  (Sofiati et al., 2018) mengemukakan lima dimensi utama kualitas 

pelayanan, yaitu keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Dalam 

konteks AKDP, kualitas pelayanan mencakup aspek keselamatan, ketepatan waktu, 

kenyamanan kendaraan, sikap pengemudi, serta kemudahan akses layanan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian 

difokuskan pada instansi yang menangani pengawasan AKDP di tingkat provinsi dan 

beberapa terminal utama. Informan penelitian terdiri dari pejabat Dinas Perhubungan, 

petugas pengawas lapangan, operator AKDP, serta pengguna jasa transportasi. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi 

langsung di lapangan, dan studi dokumentasi terhadap regulasi, laporan pengawasan, 

serta data pendukung lainnya. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi 

sumber dan metode, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat validitas yang dapat 
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dipertanggungjawabkan (Susanto et al., 2023). 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

1. Pelaksanaan Pengawasan AKDP pada UPTD Sarprashub LLAJ Wilayah 

Kepulauan 

Pada UPTD Sarprashub LLAJ Wilayah Kepulauan, pelaksanaan pengawasan 

AKDP dilakukan secara terpadu melalui pemeriksaan teknis kendaraan, verifikasi 

administrasi perizinan, serta pengawasan kepatuhan terhadap trayek dan jadwal 

operasional.  

 

 
Gambar 1. Pengawasan AKDP oleh Personil UPTD Sarparshub LLAJ Wil. 

Kepulauan Dishub Sultra dalam mengarahkan AKDP masuk terminal 

Sumber : Dishub Sultra (2026) 

 

Pengawasan ini menjadi sangat krusial mengingat karakteristik wilayah kepulauan 

Provinsi Sulawesi Tenggara  yang memiliki keterbatasan akses, jarak tempuh 

antarpulau yang panjang, serta tingkat ketergantungan masyarakat terhadap layanan 

AKDP. UPTD Sarprashub LLAJ Wilayah Kepulauan secara rutin melakukan ramp 

check terhadap kondisi kendaraan, termasuk sistem pengereman, kelayakan mesin, 

serta perlengkapan keselamatan. Selain itu, pengawasan perilaku pengemudi dilakukan 

melalui pemantauan langsung di terminal yang berada dalam wilayah pengawasan 

(Rahmayana, 2021; Syaiful et al., 2024). Hasilnya, tingkat pelanggaran teknis dan 

administratif menunjukkan tren penurunan, serta disiplin operator mengalami 

peningkatan signifikan, terutama dalam kepatuhan terhadap standar keselamatan dan 

ketertiban operasional. 
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2. Kendala Pengawasan AKDP pada UPTD Wilayah Kepulauan 

Meskipun menunjukkan hasil positif, pelaksanaan pengawasan AKDP di UPTD 

Sarprashub LLAJ Wilayah Kepulauan masih menghadapi sejumlah kendala struktural 

dan teknis.  

Sistem pelaporan yang masih bersifat manual menyebabkan lambatnya respons 

terhadap pelanggaran terhadap operasionalisasi Anggkutan umum (AKDP) di lapangan 

(Prastiyo, 2024). Proses pencatatan, penyampaian laporan, dan pengambilan 

keputusan yang dilakukan secara konvensional menyebabkan informasi tidak 

tersampaikan secara cepat dan akurat kepada pihak yang berwenang. Akibatnya, 

tindakan korektif sering terlambat dilakukan, sehingga pelanggaran berpotensi terus 

berulang. Kondisi ini menunjukkan pentingnya modernisasi sistem pengawasan melalui 

pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan 

efektivitas pengendalian operasional AKDP (Firmanda, 2019). 

Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah rendahnya kesadaran hukum 

sebagian operator dan pengguna jasa, yang seringkali menganggap pelanggaran 

sebagai praktik yang lumrah, sehingga menyulitkan penegakan aturan secara konsisten 

(Kadarmanta, 2024). Banyak pelaku usaha masih memandang pelanggaran teknis 

maupun administratif sebagai praktik yang wajar demi mengejar keuntungan jangka 

pendek, seperti mengabaikan kelayakan kendaraan, melanggar kapasitas muatan, dan 

mengabaikan jadwal resmi. Di sisi lain, sebagian pengguna jasa cenderung menerima 

kondisi tersebut sebagai hal yang normal karena keterbatasan pilihan moda 

transportasi. Budaya permisif ini menciptakan siklus pembiaran pelanggaran yang 

melemahkan wibawa aturan dan menyulitkan aparat pengawas dalam menegakkan 

regulasi secara konsisten dan berkelanjutan. Akibatnya, upaya peningkatan kualitas 

pelayanan sering berjalan lambat dan tidak optimal. 

 

3. Strategi Peningkatan Pengawasan di Wilayah Kepulauan 

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan AKDP, UPTD Sarprashub LLAJ 

Wilayah Kepulauan telah melakukan beberapa upaya diantaranya : 

a. Melakukan penguatan koordinasi lintas sektor dengan aparat kepolisian, 

pemerintah daerah, serta pengelola terminal dan pelabuhan sangat diperlukan 

agar pengawasan berjalan lebih sinergis. 

Penguatan koordinasi lintas sektor antara UPTD Sarprashub LLAJ Wilayah 

Kepulauan, aparat kepolisian, pemerintah daerah, serta pengelola terminal dan 

pelabuhan merupakan prasyarat utama terciptanya sistem pengawasan yang efektif 

dan berkelanjutan. Koordinasi yang baik memungkinkan pertukaran informasi lapangan 

secara cepat, penyamaan persepsi dalam penegakan aturan, serta pelaksanaan 

operasi pengawasan terpadu yang lebih sistematis (Setiawan, 2024). Dengan adanya 

sinergi antarlembaga, potensi tumpang tindih kewenangan dapat diminimalkan, 

sementara ruang gerak pelanggaran dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, 

kolaborasi lintas sektor memperkuat legitimasi tindakan pengawasan, sehingga 

pelaksanaan sanksi dan pembinaan kepada operator menjadi lebih tegas, konsisten, 

dan diterima oleh semua pihak (Satyadharma & Susanti, 2024; Sentanu & Yustiari, 

2024). 
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Gambar 2. Sosialisasi Terus menerus untuk mengarahkan AKDP masuk 

Terminal oleh UPTD Sarprashub LLAJ Wil. Kepulauan Dishub Sultra 

Sumber : Dishub Sultra (2026) 

 

b. Melakukan peningkatan kapasitas SDM pengawas melalui pelatihan teknis dan 

manajerial juga menjadi prioritas utama guna menjawab kompleksitas 

pengawasan di wilayah kepulauan. 

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawas menjadi strategi krusial 

dalam menjawab kompleksitas pengawasan AKDP di wilayah kepulauan yang memiliki 

tantangan geografis dan operasional tinggi (Widianto, 2025). Pelatihan teknis 

diperlukan untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam melakukan pemeriksaan 

kelayakan kendaraan, penguasaan regulasi, serta pemanfaatan teknologi pengawasan. 

Sementara itu, pelatihan manajerial memperkuat kemampuan perencanaan, koordinasi, 

dan pengambilan keputusan di lapangan. SDM pengawas yang profesional, adaptif, 

dan berintegritas akan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih responsif, 

akurat, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik secara 

berkelanjutan (Utama et al., 2025). 

 

KESIMPULAN  
Pengawasan AKDP pada UPTD Sarprashub LLAJ Wilayah Kepulauan terbukti 

memiliki peran strategis dalam meningkatkan ketertiban, keselamatan, dan kualitas 

pelayanan transportasi publik. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan melalui 

pemeriksaan teknis kendaraan, pengawasan kepatuhan trayek, serta pembinaan 

pengemudi menunjukkan hasil positif berupa penurunan tingkat pelanggaran dan 

peningkatan disiplin operator.  
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Namun demikian, efektivitas pengawasan masih dihadapkan pada kendala 

struktural, seperti sistem pelaporan manual dan rendahnya kesadaran hukum sebagian 

pelaku usaha dan pengguna jasa, sehingga upaya peningkatan kualitas pelayanan 

belum sepenuhnya optimal. 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu mendorong modernisasi sistem 

pengawasan AKDP melalui penerapan teknologi informasi guna mempercepat 

pelaporan dan respons terhadap pelanggaran. Selain itu, penguatan koordinasi lintas 

sektor antara UPTD, kepolisian, pemerintah daerah, serta pengelola terminal dan 

pelabuhan harus terus ditingkatkan agar pengawasan berjalan lebih terpadu dan efektif. 

Peningkatan kapasitas SDM pengawas melalui pelatihan teknis dan manajerial juga 

menjadi prioritas untuk menghadapi tantangan geografis wilayah kepulauan, sehingga 

kualitas pelayanan transportasi publik dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. 
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